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BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Keberhasilan suatu perusahaan pada dasarnya diukur berdasarkan 
kinerja perusahaan tersebut. Laba merupakan salah satu indikator pengukur 
kinerja suatu perusahaan. Informasi mengenai laba sangat diperlukan oleh 
pengguna laporan keuangan diantaranya adalah kreditor dan investor. Menurut 
Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 1 (2006), informasi 
laba menjadi perhatian utama oleh pengguna laporan keuangan karena laba 
dapat digunakan sebagai alat untuk menaksir kinerja atau pertangungjawaban 
manajemen perusahaan. Kreditor dan investor memerlukan informasi 
keuangan perusahaan karena informasi tersebut akan digunakan dalam 
pengambilan keputusan bisnis. Laporan keuangan perusahaan sangat 
membantu investor untuk pengambilan keputusan investasi, sedangkan bagi 
kreditor laporan keuangan sangat penting untuk pengambilan keputusan dalam 
pemberian kredit. Keterbukaan informasi dalam pengungkapan laporan 
keuangan perusahaan sangat penting karena dapat mempengaruhi besar 
kecilnya informasi yang didapat dari pihak investor maupun kreditor (Leo, 
2012). 
Manajemen selaku pengelola perusahaan dituntut oleh pemilik 
perusahaan untuk dapat memperbaiki kinerja perusahaannya. Untuk 
memperbaiki kinerja perusahaan tidak jarang pihak manajemen mengambil 
langkah pintas yang tidak sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum 




memperbaiki kinerja perusahaan yang menyimpang dari PABU. Terdapat 
beberapa kasus mengenai manipulasi laba di Indonesia, diantaranya kasus PT 
Kimia Farma, Great River, dan kasus PT Kereta Api Indonesia (KAI). Pada 
tahun 2006 PT KAI memanipulasi laporan keuangannya dengan 
mengumumkan bahwa PT KAI memperoleh laba yang tinggi padahal yang 
terjadi PT KAI menderita kerugian. Pihak manajemen melakukan manipulasi 
laba, karena pihak manajemen ingin dinilai baik oleh para pemegang saham 
atas kinerjanya. 
Adanya perbedaan kepentingan dari pihak manajemen dan pemilik 
perusahaan dapat menimbulkan permasalahan dalam pengendalian dan 
pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Konflik tersebut dapat menyebabkan 
manajer bertindak tidak sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan. Konflik 
yang timbul karena adanya perbedaan kepentingan ini disebut dengan konflik 
keagenan. Konflik perbedaan kepentingan yang terjadi antara pemegang 
saham selaku pemilik dan direksi dapat memicu timbulnya penyalahgunaan 
laporan keuangan. Kepentingan bagi direksi antara lain adalah untuk promosi 
jabatan serta untuk memaksimalkan bonus, sedangkan kepentingan bagi 
pemilik perusahaan adalah untuk memaksimalkan return perusahaan. 
Munculnya kasus-kasus mengenai manipulasi laporan keuangan yang 
dilakukan oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan menimbulkan 
pertanyaan dari berbagai pihak terhadap penerapan tata kelola perusahaan oleh 
perusahaan. Tindakan manajemen dengan melakukan manajemen laba 
sebenarnya dapat dikontrol dengan cara memaksimalkan peran komisaris yang 
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merupakan salah satu bentuk dari good corporate governance (tata kelola 
perusahaan yang baik). Keputusan Ketua BAPEPAM & LK (Badan Pengawas 
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) No.: Kep-339/BEJ/07-2001 tahun 2001 
menjelaskan bahwa salah satu wujud dari tata kelola perusahaan yang baik 
adalah dengan pembentukan dewan komisaris dan komite audit dalam 
perusahaan. Dewan komisaris yang didalamnya terdapat komisaris independen 
diharapkan mampu untuk mengawasi kinerja dewan direksi perusahaan secara 
lebih baik. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan 
kualitas laporan keuangan perusahaan. Apabila laporan keuangan perusahaan 
memiliki kualitas yang lebih baik tentu informasi yang diberikan memiliki 
kualitas yang lebih baik pula. Dalam hal ini keberadaan komisaris independen 
diharapkan dapat mengurangi aktifitas manajemen laba yang dilakukan oleh 
perusahaan. Komisaris independen berperan untuk mengawasi proses 
penyusunan laporan keuangan, sehingga akan menghasilkan laporan keuangan 
yang berkualitas. 
Keberadaan komisaris independen dinilai penting dalam menjaga 
kualitas laporan keuangan perusahaan, seperti dalam penelitian yang 
dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007) yang menyebutkan keberadaan 
pihak independen dalam komposisi dewan komisaris mampu mengurangi 
tindakan manajemen laba. BAPEPAM mensyaratkan sepertiga dari jumlah 
dewan komisaris setidaknya adalah komisaris independen. Keberadaan 
komisaris independen dalam perusahaan diharapkan dapat meminimalkan 
konflik kepentingan antara pemegang saham selaku pemilik perusahaan 
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dengan pihak manajemen perusahaan. Komisaris independen merupakan 
anggota dewan komisaris yang tidak memiliki kaitan langsung dengan 
perusahaan sehingga keputusan yang diambil komisaris independen 
diharapkan bersifat netral atau tidak memihak pihak manapun. Komisaris 
independen diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan 
perusahaan karena laporan keuangan memiliki informasi yang lebih baik 
sehingga dapat mengurangi manajemen laba pada perusahaan. 
Terdapat beberapa macam komisaris dalam perusahaan diantaranya 
adalah: (1) komisaris independen, (2) komisaris asing, dan (3) komisaris 
keluarga. Komisaris independen yaitu komisaris yang tidak memiliki 
hubungan dalam bentuk apapun baik dalam bentuk hubungan keuangan, 
kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan dewan 
komisaris lainnya maupun dengan dewan direksi dan pemegang saham 
pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan 
bertindak independen (PBI No. 8/4/PBI/2006), komisaris asing merupakan 
anggota dari dewan komisaris dalam perusahaan yang berwarga negara asing 
(WNA) yang dianggap independen dan memiliki konflik yang lebih kecil 
dengan antar anggota, keberadaan komisaris asing yang memiliki pengalaman 
yang lebih baik mengenai operasi perusahaan dapat memberikan nilai tambah 
bagi perusahaan (Burn dan Scapens, 2000), dan komisaris keluarga merupakan 
anggota komisaris yang memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham 
mayoritas, komisaris lainnya maupun direksi dalam satu perusahaan. Struktur 
kepemilikan yang terkonsentrasi pada keluarga menyebabkan tidak adanya 
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perpisahan antara keluarga selaku pemilik perusahaan dan aktivitas 
pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh pihak keluarga selaku pihak 
manajemen perusahaan (Ulupui, Utama, dan Karnen, 2014). Dengan 
demikian, jika proporsi anggota komisaris dan direksi yang memiliki 
kedekatan dengan pemegang saham pengendali relatif tinggi, maka dapat 
asumsikan fungsi pengawasan dari kepemilikian yang terkonsentrasi tidak 
dapat berjalan dengan baik karena tindakan yang dilakukan akan memberikan 
keuntungan bagi pemegang saham pengendali untuk keuntungannya sendiri 
tetapi akan merugikan pemegang saham non-pengendali. 
Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bukti empiris mengenai 
pengaruh keberadaan komisaris indepeden, komisaris asing dan komisaris 
keluarga terhadap manajemen laba pada perusahaan industri perbankan yang 
terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2013. Beberapa 
penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh 
dewan komisaris terhadap manajemen laba, diantaranya penelitian Xie et, al. 
(2003) dan Taruno (2013) yang cenderung mendukung keberadaan komisaris 
independen, karena efektifitas komisaris independen dapat meningkatkan 
kualitas pelaporan keuangan dan mengurangi manajemen laba. Xie et, al. 
(2003) menemukan bahwa proporsi independent board dalam dewan direksi, 
yang memiliki keahlian di bisnis perusahaan dan bidang keuangan, memiliki 
pengaruh negatif terhadap discretionary accruals (ukuran manajemen laba). 
Sejalan dengan Xie et. al, Taruno (2013) membuktikan bahwa proporsi dewan 
komisaris independen berpengaruh terhadap kualitas laba. Berbanding terbalik 
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dengan Xie et al. (2003) dan Taruno (2013), Setyaningsih (2013) menemukan 
bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara proporsi dewan komisaris 
independen dan kualitas laba. 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007) 
menghasilkan bahwa secara individual, komposisi dewan komisaris 
berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan. 
Hal itu menandakan bahwa keberadaan pihak independen dalam dewan 
komisaris mampu mengurangi tindakan manajemen laba. Penelitian lain 
mengenai pengaruh karakteristik dewan komisaris dengan tingkat manajemen 
laba yang dilakukan oleh Prastiti dan Meiranto (2013) menyebutkan bahwa 
variabel independensi dewan komisaris berpengaruh signifikan negatif 
terhadap manajemen laba, yang berarti bahwa dengan adanya dewan 
komisaris independen dapat mengurangi praktik manajemen laba yang 
dilakukan oleh pihak manajemen. 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Masulis, et al. (2011) mengenai 
pengaruh keberadaan komisaris asing dalam performa perusahaan 
menyimpulkan bahwa keberadaan komisaris asing tidaklah efektif untuk 
perusahaan. Dengan adanya komisaris asing dalam perusahaan hanya akan 
menunjukkan kelemahan performa perusahaan karena hal ini berkaitan dengan 
analisis cost-benefits. Untuk menghadirkan komisaris asing di perusahaan 
tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu analisis cost-
benefit sangat perlu dilakukan oleh perusahaan jika hendak menggunakan 
komisaris asing untuk perusahaannya. Selain itu, dalam penelitian tersebut 
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menghasilkan keberadaan komisaris asing dalam suatu perusahaan 
memberikan reaksi negatif dalam pasar modal, karena shareholder meragukan 
kemampuan komisaris asing tersebut dalam meningkatkan nilai perusahaan. 
Komisaris asing juga akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya 
dalam memonitoring dewan direksi dikarenakan letak geografi yang berbeda, 
sehingga dapat disimpulkan komisaris asing tidaklah efektif dalam 
meminimalkan manajemen laba dalam perusahaan, mengingat performanya 
lemah bagi perusahaan. 
Komisaris keluarga merupakan komisaris yang memiliki hubungan 
keluarga dengan pemegang saham mayoritas, komisaris lainnya maupun 
direksi dalam satu perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cornett 
et al. (2007) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki komposisi board 
of director yang memiliki hubungan keluarga dengan pemilik perusahaan akan 
menekan manajer untuk bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham. 
Dewan komisaris yang diangkat oleh RUPS dan memiliki hubungan keluarga 
dengan para pemegang saham tentu akan mewakili kepentingan pemegang 
saham yang secara otomatis akan mewakili kepentingan perusahaan sehingga 
dapat disimpulkan dengan adanya komisaris keluarga dalam perusahaan dapat 
meminimalkan praktik manajemen laba yang dilakukan oleh pihak 
manajemen. 
Penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan perbankan yang 
terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan perusahaan di bidang perbankan 
karena Bank Indonesia selaku regulator lembaga perbankan telah menetapkan 
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beberapa peraturan yang berkaitan langsung dengan upaya penerapan Good 
Corporate Governance (GCG) yang salah satunya adalah peraturan 
No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 mengenai pelaksanaan GCG bagi 
bank umum yang selanjutnya diubah dengan peraturan No.8/14/PBI/2006 
tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, dengan demikian ada patokan-
patokan yang jelas untuk menilai baik tidaknya industri perbankan dalam 
mengelola perusahaannya (FCGI, 2008). Selain itu, Rahmawati (2013) 
menjelaskan bahwa perusahaan perbankan memiliki karakteristik yang 
membedakan dari perusahaan sektor lainnya, yang membedakan adalah 
perbankan sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan yang dalam 
menjalankan usahanya menghadapi berbagai macam resiko usaha, selain itu 
kegiatan perbankan mempunyai pengaruh yang luas terhadap sektor ekonomi 
lainnya, baik makro maupun mikro. Industri perbankan merupakan industri 
jasa, oleh karena itu bank harus dapat memberikan pelayanan yang baik sesuai 
dengan fungsinya. 
Industri perbankan merupakan industri kepercayaan, oleh karena itu 
bank harus menjaga kepercayaan dari masyarakat. Jika laporan keuangan yang 
dilaporkan oleh bank tidak memiliki kualitas yang baik atau bias, maka hal itu 
akan berpengaruh pada investor yang bisa saja menarik investasinya secara 
bersamaan kepada perusahaan yang hal itu dapat mengakibatkan rush 
(Rahmawati, 2013). 
Adanya peraturan lebih ketat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 
mengenai tata kelola perusahaan perbankan tidak menutup kemungkinan 
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adanya praktik penyimpangan dalam proses pelaporan keuangan perusahaan 
perbankan, seperti kasus yang terjadi pada Bank Lippo dan Bank Century. 
Bank Lippo diduga melanggar di pasar modal berupa perdagangan yang 
memanfaatkan informasi dari orang dalam (insider trading) dengan praktik 
manipulasi laporan keuangan oleh manajemennya. Kasus yang terjadi pada 
Bank Century sebagai salah satu penyebab ambruknya bank tersebut adalah 
penipuan oleh pemilik dan manajemen dengan menggelapkan uang nasabah. 
Penelitian mengenai manajemen laba sudah banyak di lakukan baik di 
luar negeri maupun di Indonesia, akan tetapi penelian mengenai manajemen 
laba pada industri perbankan yang bertempat di Indonesia seperti penelitian 
yang dilakukkan oleh Nasution dan Setiawan (2007) belum banyak 
ditemukan. Sehubungan dengan hal itu, peneliti tertarik mengangkat topik 
tersebut dalam penelitaian dengan judul “PENGARUH STRUKTUR 
DEWAN KOMISARIS TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA 
INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA” 
 
